
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tertib
administrasi dan efektivitas pengelolaan barang milik
daerah perlu menyusun standar operasional dan prosedur
pengelolaan barang milik daerah:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Standar Operasional dan Prosedur

Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Mengingat 2: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5429):

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

547).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

2

3.

4

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
Utara.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat
DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Musi Rawas Utara.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.
Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah
dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.

5.

6.

7.

8.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
barang daerah dan jasa.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran anggaran belanja daerah.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Kabag
PBJ adalah unit kerja di Sekretariat Daerah yang menjadi pusat
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Pejabat Pengadaan adalah personel yang bertugas melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan atau E-purchasing.
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna atau kuasa
pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dalam bentuk sewa, pinjam
pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna atau bangun
guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan
BMD dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua
BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara
berdaya guna dan berhasil guna.
Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif
didasarkan pada data atau fakta yang obyektif dan relevan dengan
menggunakan metode atau tehnik tertentu untuk memperoleh nilai BMD.

9.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

(1)

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD sebagai tindak

lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan
atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan
barangmilik daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang
dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau
pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaannya.
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan,
inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab
melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala PD yang mempunyai fungsi
pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
Pengguna BMD yang selanjutnya disebut pengguna barang, adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD pada PD.
Kuasa pengguna BMD yang selanjutnya disebut kuasa pengguna barang
adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan
BMD yang berada dalam penguasaannya.

BAB II

MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 2

Mekanisme dan prosedur pengelolaan BMD dalam Peraturan Bupati ini
meliputi :

a. Standar operasional dan prosedur perencanaan kebutuhan dan
penganggaran,
Standar operasional dan prosedur pengadaan:
Standar operasional dan prosedur penggunaan,
Standar operasional dan prosedur pemanfaatan:
Standar operasional dan prosedur pengamanan dan pemeliharaan:

»?
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Standar operasional dan prosedur penilaian:
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Standar operasional dan prosedur pemindahtanganan:ge

h. Standar operasional dan prosedur pemusnahan:
i. Standar operasional dan prosedur penghapusan: dan
J- Standar operasional dan prosedur penatausahaan.

(2) Mekanisme dan prosedur pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara.

udah Gitelaah" Ditetapkan di Muara Rupit
poruaidengan

peraturan
perundang

Berenang pada tanggal K) September 2021Kepal Pa
“Setda Kab. MISI Awas ia! BUPATI MUSI RAWAS UTARA,n

KMJA, SA,
Leonuta k.I/U.d .SE E—

NIP.19750514 199593 1 007 — ori SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal September 2021

SEKRETARIS DAERAH

X KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, f

P ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR ..!25
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